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	ABSTRAK

	Sertipikat hak milik (SHM) merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam praktik masih terjadi penerbitan Sertipikat ganda yang menimbulkan sengketa dan menguji tingkat kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum SHM sebagai alat bukti hak serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024 terkait adanya tumpang tindih antara SHM dan Sertipikat hak guna bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, pengadilan tetap berwenang menilai keabsahan Sertipikat berdasarkan fakta yuridis dan riwayat perolehan hak. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum SHM tidak bersifat absolut apabila terbukti terdapat cacat administratif atau tumpang tindih hak atas tanah.
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1. Pendahuluan
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan hukum agraria nasional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang menghasilkan Sertipikat sebagai tanda bukti hak. Sertipikat hak atas tanah, khususnya Sertipikat Hak Milik (SHM), memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997).
Permasalahan lain yang masih muncul dalam praktik administrasi pertanahan adalah terbitnya sertipikat ganda atau tumpang tindih hak atas bidang tanah yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah belum sepenuhnya mampu mencegah konflik kepemilikan tanah. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sengketa pertanahan di Indonesia masih didominasi oleh konflik kepemilikan dan tumpang tindih hak atas tanah. Laporan ATR/BPN menunjukkan bahwa sekitar 30–40% perkara pertanahan yang ditangani berkaitan dengan sengketa kepemilikan atau overlapping sertipikat yang timbul akibat ketidaksinkronan data fisik dan data yuridis, kesalahan pengukuran, serta kelemahan verifikasi administrasi dalam proses pendaftaran tanah (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023; Kurnia & Wisnaeni, 2025). Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa di pengadilan serta menguji efektivitas sistem pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Fenomena Sertipikat ganda menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal dan realitas praktik administrasi pertanahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah bersertipikat ganda kerap terjadi akibat kelemahan verifikasi data fisik dan data yuridis, kurang optimalnya pengawasan internal, serta permasalahan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Kurnia & Wisnaeni, 2025; Sa’diyah & Aminah, 2024). Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat yang terbit lebih dahulu sering kali bergantung pada pembuktian di pengadilan, baik melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara (Pangidoan et al., 2022; Rahmi & Aminah, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat tidak selalu memberikan jaminan kepastian hukum secara absolut. 
Permasalahan Sertipikat ganda telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa terbitnya Sertipikat yang saling tumpang tindih tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak keperdataan masyarakat. Tanggung jawab institusi pertanahan dalam mencegah terjadinya tumpang tindih Sertipikat, terutama dalam pelaksanaan program PTSL yang bertujuan mempercepat legalisasi aset masyarakat (Febriyanto et al., 2025; Ningputri & Santoso, 2022). Sementara itu, praktik pembatalan Sertipikat oleh kantor pertanahan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan administrasi pertanahan dan prinsip kepastian hukum (Maharani & Anggoro, 2024).
Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan Sertipikat ganda tidak hanya merupakan persoalan teknis administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah serta legitimasi sistem pendaftaran tanah. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek administratif dan kewenangan institusi pertanahan dalam penanganan Sertipikat ganda. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji aspek administratif tersebut, tetapi juga menelaah secara khusus konflik antara Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dalam konteks sengketa overlapping serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas kajian Sertipikat ganda dari sekadar persoalan administrasi menjadi persoalan hierarki kekuatan hak, peruntukan tanah, serta perlindungan hukum bagi pemegang hak yang sah.
Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024 menghadirkan contoh konkret mengenai tumpang tindih antara SHM dan SHGB yang tumpang tindih pada sebagian objek yang sama. Perkara ini penting karena memperlihatkan perbedaan karakter kedua jenis hak tersebut. Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh warga negara atas tanah, bersifat turun-temurun, terkuat, dan tidak dibatasi jangka waktu. Sebaliknya, Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu serta peruntukan tertentu. Perbedaan karakter tersebut menimbulkan implikasi hukum ketika kedua Sertipikat bertumpang tindih, terutama terkait hierarki kekuatan hak dan legitimasi perolehan hak.
Selain itu, perkembangan regulasi pertanahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) juga relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks sengketa ini. PP 18/2021 mempertegas pengaturan mengenai pemberian dan perpanjangan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Bangunan, serta mekanisme administrasi pertanahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah penerbitan SHGB dalam perkara ini telah memperhatikan ketentuan terbaru tersebut atau masih menggunakan kerangka lama, karena hal ini berpotensi memengaruhi validitas administratif Sertipikat yang disengketakan.
Perkara ini juga memperlihatkan adanya dimensi perbuatan melawan hukum yang tercermin dari dalil penyerobotan tanah dan klaim bahwa penerbitan Sertipikat lain telah merugikan pemegang hak sebelumnya. Dengan demikian, sengketa ini tidak hanya menyangkut kekuatan pembuktian Sertipikat, tetapi juga menyentuh inti persoalan berupa overlapping SHGB, kemungkinan Sertipikat ganda, serta dugaan penyerobotan tanah yang menimbulkan kerugian keperdataan bagi pemegang hak.
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, kepastian hukum atas suatu Sertipikat tetap dapat diuji melalui mekanisme peradilan apabila terdapat indikasi cacat administratif, tumpang tindih hak, atau perbuatan melawan hukum dalam penerbitannya. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kekuatan hukum SHM dan SHGB dalam hal peruntukan, karakter hak, dan kedudukan hukumnya ketika terjadi tumpang tindih, serta Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menilai sengketa overlapping SHM dan SHGB dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum agraria serta kontribusi praktis dalam memperkuat sistem pendaftaran tanah guna mencegah terjadinya sengketa Sertipikat ganda di masa mendatang.
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2.  Tinjauan Pustaka
Konsep Kepastian Hukum dalam Hukum Agraria
Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum agraria nasional yang berfungsi menjamin perlindungan terhadap subjek dan objek hak atas tanah. Dalam kerangka UUPA, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang menghasilkan tanda bukti hak berupa Sertipikat. Sistem yang dianut Indonesia dikenal sebagai sistem publikasi negatif bertendensi positif, di mana Sertipikat menjadi alat bukti yang kuat namun tidak bersifat mutlak apabila dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan (Gusmara et al., 2023). Sistem ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan administratif dan kontrol yudisial terhadap keabsahan suatu hak atas tanah.
Perkembangan wacana hukum agraria menunjukkan adanya dorongan untuk mengarah pada sistem publikasi yang lebih mendekati stelsel positif guna memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa (Syukur et al., 2024). Dalam sistem publikasi positif, negara menjamin sepenuhnya kebenaran data yang tercantum dalam Sertipikat, sehingga pemegang hak terlindungi dari klaim pihak lain. Namun, dalam praktik di Indonesia, Sertipikat tetap dapat digugat apabila terdapat cacat administrasi atau ketidaksesuaian riwayat perolehan hak. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam konteks pertanahan tidak hanya dipahami sebagai kepastian administratif, melainkan juga kepastian yang diperoleh melalui proses pembuktian di pengadilan.
Lebih lanjut, kepastian hukum atas hak atas tanah juga berkaitan dengan perlindungan terhadap status hak yang telah diperoleh secara sah, termasuk dalam konteks hak milik sebagai hak terkuat dan terpenuh. Kepastian hukum dalam agraria harus mencakup kepastian subjek, objek, serta prosedur perolehan hak (Zahra & Priyono, 2025). Dengan demikian, apabila terjadi sengketa atau tumpang tindih Sertipikat, pengujian terhadap ketiga aspek tersebut menjadi penting untuk menentukan legitimasi suatu hak atas tanah.
Sertipikat Hak Milik sebagai Alat Bukti yang Kuat
Sertipikat hak atas tanah, khususnya SHM memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997. Kekuatan pembuktian tersebut mencakup data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya sepanjang sesuai dengan buku tanah dan surat ukur. Namun, kekuatan tersebut tidak bersifat absolut karena masih dimungkinkan pembatalan melalui mekanisme peradilan apabila terbukti terdapat cacat hukum (Rizki et al., 2020).
Dalam praktik peradilan, pembatalan Sertipikat dapat terjadi apabila terdapat pelanggaran prosedur administratif, kesalahan pengukuran, atau ketidaksesuaian riwayat perolehan hak. Beberapa putusan PTUN, pembatalan SHM dilakukan setelah terbukti adanya kesalahan dalam penerbitan yang melanggar asas kehati-hatian administrasi (Chairunnisa et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Sertipikat harus dipahami dalam konteks sistem hukum yang memberikan ruang koreksi melalui pengawasan yudisial.
Selain itu, pembatalan Sertipikat melalui putusan pengadilan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara proporsional (Dalimunthe & Ramadani, 2025). Pengadilan tidak hanya menilai formalitas administratif, tetapi juga menilai itikad baik para pihak serta riwayat penguasaan tanah. Dengan demikian, SHM sebagai alat bukti yang kuat tetap tunduk pada pengujian hukum apabila terdapat indikasi terjadinya tumpang tindih atau Sertipikat ganda.
Sertipikat Ganda dan Overlapping
Sertipikat ganda atau overlapping merupakan kondisi di mana dua atau lebih Sertipikat diterbitkan atas bidang tanah yang sama atau sebagian bidang yang saling bertumpang tindih. Terbitnya Sertipikat ganda umumnya disebabkan oleh ketidaksinkronan data fisik dan data yuridis, kesalahan pengukuran, serta lemahnya pengawasan dalam proses pendaftaran tanah (Annisa et al., 2024). Permasalahan ini sering kali berujung pada sengketa di pengadilan, baik melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.
Dalam penyelesaian sengketa Sertipikat ganda di pengadilan negeri, hakim cenderung menilai aspek keperdataan, seperti riwayat perolehan hak dan itikad baik para pihak (Pangidoan et al., 2022). Sementara itu, dalam ranah peradilan tata usaha negara, fokus pengujian lebih diarahkan pada legalitas keputusan administrasi dalam penerbitan Sertipikat (Ruing et al., 2024). Perbedaan karakter pengujian tersebut menunjukkan bahwa Sertipikat ganda memiliki dimensi administratif sekaligus keperdataan.
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 memberikan kerangka penanganan kasus pertanahan, termasuk Sertipikat ganda, melalui mekanisme klarifikasi, mediasi, dan pembatalan administratif (Kapahang et al., 2025). Namun, dalam praktik, penyelesaian melalui jalur administratif tidak selalu efektif, sehingga para pihak tetap memilih jalur litigasi untuk memperoleh kepastian hukum.
Pencegahan dan Reformulasi Sistem Pendaftaran Tanah
Upaya pencegahan Sertipikat ganda tidak dapat dilepaskan dari reformasi sistem pendaftaran tanah. Program PTSL dirancang untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan (Haikal et al., 2023). Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada akurasi data dan integritas aparatur pelaksana.
Praktik mafia tanah dan manipulasi data masih menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem pendaftaran yang akuntabel (Hartanto & Handayani, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, digitalisasi data pertanahan, serta integrasi basis data nasional untuk meminimalkan risiko overlapping. Reformulasi sistem pendaftaran tanah yang lebih mendekati stelsel positif juga dipandang sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak.
Secara konseptual, pencegahan Sertipikat ganda harus mencakup pembenahan aspek regulasi, administrasi, dan penegakan hukum secara simultan. Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak yang efektif dan berkelanjutan. Tinjauan pustaka ini menjadi landasan teoritis untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum SHM dinilai dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024 ketika berhadapan dengan persoalan Sertipikat ganda.

3.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma hukum serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang mengatur kepastian hukum hak atas tanah, UUPA dan PP 24/1997. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024 yang berkaitan dengan sengketa Sertipikat ganda antara SHM dan SHGB.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan artikel jurnal yang relevan dengan isu kepastian hukum Sertipikat hak atas tanah dan permasalahan Sertipikat ganda. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen peraturan, putusan pengadilan, dan publikasi ilmiah yang dapat diakses dalam bentuk dokumen resmi.
Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik penalaran hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentatif. Penelitian ini menilai kesesuaian antara norma yang mengatur kekuatan pembuktian SHM dengan penerapannya dalam pertimbangan hukum hakim. Selain itu, dilakukan analisis terhadap ratio decidendi putusan untuk mengidentifikasi bagaimana hakim menilai kepastian hukum dalam konteks adanya Sertipikat ganda. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat konsistensi antara norma hukum pendaftaran tanah dan praktik peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang SHM.

4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik dibandingkan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam Hal Peruntukan, Karakter Hak, dan Kedudukan Hukumnya
Dalam sistem hukum agraria Indonesia, hak atas tanah memiliki karakter dan kedudukan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturannya dalam UUPA. Dua jenis hak yang sering menimbulkan persoalan dalam praktik pertanahan adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Perbedaan karakter kedua hak tersebut berpengaruh terhadap kekuatan hukum masing-masing ketika terjadi sengketa atau tumpang tindih hak atas tanah.
Hak Milik merupakan hak atas tanah yang bersifat terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Hak ini memiliki sifat turun-temurun, tidak dibatasi jangka waktu, serta memberikan kewenangan yang luas kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam hierarki hak atas tanah, Hak Milik menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis hak lainnya.
Berbeda dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUPA. Hak ini bersifat terbatas baik dari segi kewenangan maupun jangka waktu, karena pada dasarnya HGB diberikan untuk tujuan pemanfaatan tanah dalam kegiatan pembangunan. Jangka waktu HGB pada umumnya diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari segi peruntukan, Hak Milik memberikan keleluasaan bagi pemegangnya untuk menggunakan tanah bagi berbagai kepentingan yang sah menurut hukum, termasuk untuk tempat tinggal, kegiatan usaha, maupun pemanfaatan lainnya. Sebaliknya, Hak Guna Bangunan memiliki fungsi yang lebih spesifik, yaitu untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah tertentu sesuai dengan izin yang diberikan oleh negara.
Dari segi karakter hak, Hak Milik bersifat permanen dan tidak memiliki batas waktu selama hak tersebut tidak dialihkan atau dicabut berdasarkan ketentuan hukum. Sementara itu, Hak Guna Bangunan memiliki sifat temporer karena dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan harus diperpanjang apabila pemegang hak masih ingin memanfaatkan tanah tersebut.
Adapun dari segi kedudukan hukum, Hak Milik memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan Hak Guna Bangunan. Dalam hal terjadi tumpang tindih hak atas tanah, penilaian terhadap keabsahan masing-masing hak tidak hanya didasarkan pada jenis haknya, tetapi juga mempertimbangkan riwayat perolehan hak, itikad baik para pihak, serta kesesuaian data fisik dan yuridis dalam proses penerbitannya. Namun secara prinsipil, Hak Milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam sistem hukum agraria dibandingkan dengan Hak Guna Bangunan.
Dengan demikian, secara teoritis dapat dipahami bahwa kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik lebih kuat dibandingkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam hal peruntukan, karakter hak, dan kedudukan hukumnya. Meskipun demikian, dalam praktik pertanahan, konflik antara kedua jenis hak tersebut tetap dapat terjadi apabila terdapat kesalahan administrasi, ketidaksesuaian data pertanahan, atau penerbitan Sertipikat yang tidak melalui proses verifikasi yang memadai.
Kronologi Perkara Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024
Perkara dalam Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024 berawal dari gugatan yang diajukan oleh Budi Prasetio selaku Penggugat terhadap beberapa pihak yang diduga melanggar hak kepemilikannya atas tanah berSertipikat Hak Milik Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang terbit pada tahun 1990. Gugatan diajukan terhadap PT Ahabe Niaga Selaras sebagai Tergugat I, PT New Ratna Motor sebagai Tergugat II, PT Meratus Manajemen Aset sebagai Tergugat III, dan PT BPR Restu Artha Makmur sebagai Tergugat IV, serta turut melibatkan Kantor ATR/BPN Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang sebagai Turut Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan tanah tersebut diperoleh secara sah melalui jual beli dan proses pensertipikatan yang sesuai prosedur.
Permasalahan muncul ketika Penggugat mengetahui adanya dua SHGB yang sebagian bidangnya tumpang tindih dengan tanah miliknya, yaitu SHGB Nomor 268/Karanganyar atas nama Tergugat I yang terbit pada tahun 2020 dan SHGB Nomor 83/Karanganyar atas nama Tergugat II yang terbit pada tahun 2005. Indikasi overlapping tersebut diperkuat oleh keterangan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang menyatakan adanya tumpang tindih antara SHM Penggugat dengan kedua SHGB tersebut.
Atas kondisi tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa para Tergugat telah menyerobot, menguasai, memanfaatkan, bahkan menjaminkan sebagian tanah miliknya tanpa pernah terjadi peralihan hak yang sah. Tergugat III didalilkan memanfaatkan tanah sengketa untuk kegiatan usaha, sedangkan Tergugat IV ditarik sebagai pihak karena menerima tanah sengketa sebagai objek jaminan hak tanggungan. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan menyatakan Sertipikat para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai bidang yang tumpang tindih.
Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, khususnya mengenai kewenangan absolut pengadilan, dengan alasan bahwa sengketa penerbitan Sertipikat seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun perkara tetap diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena substansi sengketa tidak hanya menyangkut keabsahan keputusan administrasi, melainkan juga menyangkut konflik kepemilikan tanah dan dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keperdataan bagi Penggugat.
Isu Hukum yang Diperdebatkan
Isu hukum utama dalam perkara ini berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian Sertipikat Hak Milik sebagai alat bukti yang kuat menurut Pasal 32 PP 24/1997 ketika berhadapan dengan Sertipikat lain yang terbit kemudian dan menimbulkan tumpang tindih. Permasalahan ini menempatkan SHM sebagai hak yang terkuat dan terpenuh dalam sistem hukum agraria nasional, tetapi tetap harus diuji dalam konteks konflik administrasi pertanahan.
Selain itu, muncul isu mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa sengketa yang menyangkut penerbitan Sertipikat. Para Tergugat berpendapat bahwa pengujian terhadap keabsahan Sertipikat merupakan kewenangan PTUN karena Sertipikat merupakan keputusan tata usaha negara. Namun, dalam praktik peradilan, sengketa Sertipikat ganda dapat pula diperiksa oleh pengadilan negeri apabila terkait dengan klaim hak dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian mengenai penyelesaian Sertipikat ganda di peradilan umum (Pangidoan et al., 2022).
Isu berikutnya menyangkut asas perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat yang terbit lebih dahulu. Dalam beberapa putusan, pengadilan cenderung menilai bahwa Sertipikat yang terbit lebih dahulu dan diperoleh dengan itikad baik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibanding Sertipikat yang terbit kemudian (Sa’diyah & Aminah, 2024). Oleh karena itu, perkara ini menguji konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam praktik.
Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa SHM Nomor 1850/Karanganyar milik Penggugat telah diterbitkan lebih dahulu dan memiliki riwayat perolehan yang jelas serta sah menurut hukum. Hakim menelusuri bukti berupa akta jual beli, data pengukuran, serta riwayat administratif penerbitan Sertipikat untuk memastikan tidak adanya cacat prosedur dalam penerbitan SHM tersebut. Sebaliknya, terhadap SHGB yang terbit kemudian dan terbukti tumpang tindih, hakim mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian data fisik yang mengakibatkan sebagian objeknya masuk dalam bidang SHM milik Penggugat.
Hakim juga menilai bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, Sertipikat tetap dapat diuji keabsahannya apabila terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya tumpang tindih atau cacat administratif. Dengan demikian, kekuatan pembuktian Sertipikat tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap fakta dan pembuktian yang diajukan di persidangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak harus mempertimbangkan asas kepastian dan keadilan secara seimbang (Gusmara et al., 2023).
Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan bahwa SHGB yang tumpang tindih tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai bagian yang masuk dalam SHM Penggugat. Pengadilan juga memerintahkan tindakan administratif berupa pencoretan atau pembetulan Sertipikat guna memulihkan hak Penggugat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menjalankan fungsi korektif terhadap kesalahan administrasi pertanahan yang berdampak pada hak keperdataan masyarakat.
Analisis Kepastian Hukum SHM terhadap Sertipikat Ganda
Dari perspektif normatif, kepastian hukum SHM sebagai alat bukti yang kuat memang harus dipahami dalam dimensi kepastian subjek, objek, dan prosedur. Namun dalam perkara ini, analisis tidak dapat berhenti pada kerangka normatif tersebut, karena sengketa yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan validitas administratif Sertipikat, melainkan juga mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penilaian kepastian hukum SHM perlu dikaitkan dengan pengujian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana doktrin Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas.
Dalam perkara ini, unsur perbuatan terlihat dari tindakan para pemegang SHGB yang menguasai, memanfaatkan, bahkan menjaminkan sebagian bidang tanah yang secara faktual berada dalam persil SHM milik Penggugat. Unsur melawan hukum terlihat dari penerbitan Sertipikat lain di atas tanah yang telah lebih dahulu bersertipikat Hak Milik tanpa adanya peralihan hak dari pemegang SHM. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan pendaftaran tanah yang mewajibkan verifikasi data fisik dan yuridis sebelum penerbitan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam PP 24/1997. Selain itu, kondisi tersebut juga melanggar hak subjektif pemegang SHM yang memiliki kewenangan penuh atas tanah berdasarkan Pasal 20 UUPA. Penerbitan Sertipikat yang menimbulkan tumpang tindih juga bertentangan dengan asas kepatutan dan prinsip kehati-hatian dalam administrasi pertanahan karena dilakukan tanpa memastikan status hukum tanah yang telah terdaftar sebelumnya.
Unsur kesalahan dalam perkara ini oleh kelompok dikualifikasikan sebagai kelalaian (negligence), meskipun secara teoritis dapat pula diperdebatkan sebagai kesengajaan (dolus), namun kelompok berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya niat sadar dan terencana dari para pihak untuk menciptakan tumpang tindih hak atas tanah. Argumentasi kelompok didasarkan pada fakta bahwa permasalahan lebih bersumber pada lemahnya verifikasi data fisik dan data yuridis dalam proses administrasi pertanahan, sehingga mencerminkan kurangnya kehati-hatian, bukan adanya kehendak aktif untuk melanggar hukum. Kelalaian tersebut terlihat pada pihak administrasi pertanahan yang tetap menerbitkan Sertipikat tanpa pemeriksaan menyeluruh, serta pada pemegang SHGB yang tetap memanfaatkan tanah meskipun telah terdapat indikasi overlapping.
Unsur kerugian terbukti dari hilangnya manfaat ekonomi atas tanah serta potensi hilangnya hak milik akibat dijadikannya objek jaminan hak tanggungan. Sementara itu, unsur hubungan sebab akibat dalam perkara ini bersifat faktual dan konkret, karena kerugian yang dialami Penggugat berupa hilangnya manfaat ekonomi atas tanah serta terganggunya hak kepemilikan secara nyata tidak akan terjadi apabila tidak ada perbuatan berupa penerbitan SHGB yang tumpang tindih tanpa verifikasi data fisik dan data yuridis yang memadai, yang kemudian diikuti dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh para Tergugat, sehingga terdapat hubungan kausal langsung antara perbuatan tersebut dengan timbulnya kerugian yang dialami Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan tersebut dengan timbulnya kerugian berupa hilangnya manfaat ekonomi dan terganggunya hak kepemilikan Penggugat. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sengketa ini tidak hanya merupakan konflik administrasi pertanahan, tetapi juga konflik keperdataan yang berakar pada perbuatan melawan hukum.
Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan kelemahan konkret dalam proses penerbitan SHGB. Berdasarkan fakta perkara, kelemahan tersebut antara lain terletak pada tidak dilakukannya verifikasi riwayat hak secara memadai terhadap tanah yang telah berSertipikat Hak Milik sejak tahun 1990, serta kurangnya sinkronisasi data pengukuran yang mengakibatkan sebagian bidang SHGB masuk ke dalam objek SHM. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa terbitnya Sertipikat ganda umumnya disebabkan oleh ketidaksinkronan data fisik dan yuridis, lemahnya pengawasan internal, serta kurang optimalnya validasi sebelum penerbitan Sertipikat (Wulandari et al., 2024). Dengan demikian, permasalahan dalam perkara ini bukan sekadar adanya dua Sertipikat, tetapi adanya cacat dalam proses penerbitan Sertipikat yang lebih baru.
Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024 pada akhirnya menunjukkan bahwa kepastian hukum SHM dalam sistem publikasi negatif bertendensi positif bersifat relatif dan bergantung pada pembuktian di persidangan. Kepastian hukum tidak semata ditentukan oleh keberadaan Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, tetapi juga oleh konsistensi riwayat hak, itikad baik para pihak, serta keabsahan proses penerbitannya. Dalam konteks perkara ini, kepastian hukum SHM justru diperkuat melalui mekanisme peradilan, yang berfungsi sebagai alat koreksi terhadap kesalahan administrasi pertanahan dan sebagai sarana perlindungan hak milik dari tindakan yang bersifat melawan hukum.
Implikasi Putusan
Putusan ini memiliki implikasi penting bagi perlindungan hukum pemegang Sertipikat Hak Milik. Pertama, putusan tersebut menegaskan bahwa SHM yang terbit lebih dahulu dan diperoleh secara sah memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat ketika terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat lain. Kedua, putusan ini memperkuat peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
Bagi administrasi pertanahan, putusan ini menjadi pengingat bahwa akurasi data fisik dan yuridis merupakan prasyarat mutlak untuk mencegah terjadinya Sertipikat ganda. Integrasi data dan peningkatan pengawasan internal menjadi kebutuhan mendesak untuk meminimalkan sengketa serupa di masa mendatang. Secara lebih luas, putusan ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, yaitu sistem di mana sertipikat merupakan alat bukti yang kuat tetapi masih dapat diuji melalui proses peradilan, masih memerlukan penguatan dalam aspek verifikasi data dan pengendalian administrasi agar tujuan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan PP 24/1997 dapat terwujud secara optimal.

5.  Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum SHM dibandingkan dengan SHGB dalam sistem hukum agraria Indonesia terletak pada perbedaan karakter dan kedudukan hukumnya. Hak Milik merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA, bersifat turun-temurun serta tidak dibatasi jangka waktu. Sebaliknya, Hak Guna Bangunan merupakan hak yang bersifat terbatas karena hanya memberikan kewenangan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dari segi peruntukan, karakter hak, dan kedudukan hukumnya, Hak Milik memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan Hak Guna Bangunan, meskipun dalam praktik keabsahan suatu Sertipikat tetap dapat diuji melalui mekanisme peradilan apabila terdapat indikasi cacat administratif atau tumpang tindih hak atas tanah.
Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024 menunjukkan bahwa pengadilan menilai keabsahan Sertipikat tidak hanya berdasarkan jenis haknya, tetapi juga berdasarkan riwayat perolehan hak, kesesuaian data fisik dan yuridis, serta fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa SHM yang terbit lebih dahulu dan memiliki riwayat perolehan hak yang sah memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan SHGB yang terbit kemudian dan terbukti tumpang tindih. Putusan tersebut menegaskan bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan Sertipikat guna menjamin perlindungan hak atas tanah secara adil.
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